WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diatur
dengan Peraturan Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pera uran
Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kota Palangka Raya T ahun 2017-
2028;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 438,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);

Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2014 tentang
Pengawasan dan  Pengendalian Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 140};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Kalimantan T engah Tahun
2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2014 Nomor 19);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2017-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2.

‘\1

10.

Daerah adalah Kota Palangka Raya.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palangka Raya menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan unsur
Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang pariwisata.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan
Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
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Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi
Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik
Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya
kepariwisataan.

Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya di sebut KSP adalah
kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi
untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial
dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Daya Tarik Wisata, selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu
yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Kota Palangka Raya
yang selanjutnya disebut RIPPARKOTA Palangka Raya adalah
dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan
semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan
lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan
memenuhi kebutuhannya.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,
kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan
mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan
kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling
terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta

jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat,
sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang
secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah
pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan
pariwisata.
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Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition yang selanjutnya
disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa
pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif,
konferensi, dan pamerarn.

Daya Tarik Wisata Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa
keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata Budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil
olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk perjalanan
wisata, di mana wisatawan melakukan perjalanan atau mengunjungi
suatu tempat karena memiliki suatu minat atau motivasi khusus
mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau
dilakukan di sebuah lokasi wisata.

Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang
selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan

dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan
suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana
semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan altifitas
kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan,
keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi
pariwisata.

Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana
transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal
wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam
wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan

wisata.

Standardisasi  Kepariwisataan  adalah  proses merumuskan,
menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin
kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja
pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Sertifikat adalah  jaminan  tertulis yang diberikan  oleh
lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan
bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi
standar yang dipersyaratkan.

Sertifikasi Kepariwisataan adalah proses pemberian sertifikat kepada
usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu
daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.



_6 -

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:
a. destinasi pariwisata;
b. pemasaran pariwisata,
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan pariwisata.
(2) Pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan RIPPARKOTA.
(3) RIPPARKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

arah pembangunan kepariwisataan Kota; dan
indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota.
(4) Pelaksanaan RIPPARKOTA diselenggarakan dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap, meliputi:
a. Tahap I, dengan periode tahun 2017-2022; dan
b. Tahap II, dengan periode tahun 2023-2028.
(5) RIPPARKOTA dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam S
(lima) tahun.

a. Vvisi;

b. misi;

c. tujuan;
d. sasaran;
e

f.

Bagian Kedua
Visi
Pasal 3
Visi pembangunan kepariwisataan Kota adalah terwujudnya Kota Palangka
Raya sebagai destinasi wisata yang maju, kreatif, dan sejahtera
berlandaskan nilai-nilai budaya Betang.

Bagian Ketiga
Misi
Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:

a. membangun Destinasi Pariwisata, terutama komponen daya tarik
budaya dan alam, fasilitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar
pelayanan pariwisata;

bh. membangun Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan
pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak menurunkan

kualitas budaya dan lingkungan setempat;



c. membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel,
sehingga mampu mengelola pariwisata Kota secara berkesinambungan
dan konsisten,;

d. membangun pasar dan pemasaran pariwisata berdasar pada asas
kejujuran informasi melalui promosi pariwisata yang logis dan strategis;
dan

e. membangun sumberdaya manusia Industri Pariwisata, masyarakat, dan
pemangku kepentingan yang mempunyai etos dan budaya pariwisata
untuk memberikan pelayanan, penjelasan, dan mempertahankan
kebanggaan dan kesinambungan terhadap pariwisata.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 5

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kota adalah:

a. meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata Kota agar mampu
meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan
kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai budaya
Betang;

b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan
perekonomian Kota melalui peningkatan investasi, mendorong
terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan
tetap mengacu pada pembangunan berkelanjutan;

c. mensinergikan tata kelola Lembaga Kepariwisataan secara maksimal
membangun Industri, Destinasi, dan Pemasaran Pariwisata secara
profesional, efektif, dan efisien; dan

d. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih
cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra
destinasi dan menarik kunjungan wisatawan.

Bagian Kelima
Sasaran
Pasal 6
(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:

a. terwujudnya peningkatan kualitas Destinasi Pariwisata Kota untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional
Bruto, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan
nilai budaya Betang;

b. terwujudnya Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian
Kota melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya
kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap
mengacu pada pembangunan berkelanjutan;
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c. terwujudnya sinergi tata kelola Lembaga Kepariwisataan untuk
membangun Industri, Destinasi, dan Pemasaran Pariwisata secara
profesional, efektif, dan efisien; dan

d. terwujudnya optimalisasi peran media dan asosiasi pariwisata untuk
lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk
meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan wisatawan.

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai secara bertahap
dengan tahapan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Arah Pembangunan
Pasal 7
Arah pembangunan kepariwisataan Kota meliputi:
a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan Kkerja,
pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan;

c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;

dan
e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antar sektor.

Pasal 8
Arah pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program
pembangunan kepariwisataan Kota.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA
Pasal 9
Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kota terdiri atas:
a. perwilayahan destinasi pariwisata;
pembangunan daya tarik wisata;
pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan

pembangunan investasi di bidang pariwisata.

¢ 800

Bagian Kesatu
Perwilayahan Destinasi Pariwisata
Pasal 10
(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi
pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa
KSP.
(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengembangan:
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a. KSP 1-KSP Sei Gohong, dengan tema pengembangan pariwisata
Konservasi

b. KSP 2-KSP Tumbang Tahai, dengan tema pengembangan pariwisata
Edukasi ( pendidikan budaya, pendidikan konservasi)

c. KSP 3-KSP Pahandut, dengan tema pengembangan pariwisata
Rekreatif ( wisata kuliner, wisata keluarga)

d. KSP 4-KSP Kalampangan, dengan tema pengembangan pariwisata
berbasis lingkungan atau Ekowisata

KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Pengembangan KSP 1-KSP Sei Gohong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
a. Hutan Ulin Mungku Baru
b. Sandung Bawi Kuwu
c. Hutan Pendidikan
Pengembangan KSP 2-KSP Tumbang Tahai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa pengembangan DTW yang terdiri

atas:

Batu Banama

Perkemahan Nyaru Menteng

TWA Bukit Tangkiling

j.  Danau Tahai

Pengembangan KSP 3-KSP Pahandut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf ¢ berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
Susur Sungai Kahayan

Tajahan Tjilik Riwut

Betang Mandala Wisata

Museum Balanga

Pasar Blauran

Souvenir shop

Monumen Soekarno

Kawasan Kuliner di Flamboyan

Danau Hanjulutung

a. Desa Wisata Sei Gohong
b. Desa Wisata Kanarakan
c. Pulau Kaja

d. Sei Batu

e. Pura Sali Paseban Batu

f. Bukit Karmei

g.

h.

e

FEp R oMo e op
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(4) Pengembangan KSP 4-KSP Kalampangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa pengembangan DTW yang terdiri atas:
a.Makam Kubah Kuning

b.Danau Tundai

c. Desa Kereng Bangkirai
d.Perkemahan Tuah Pahoe

e.Sandung Ngabe Sukah
f. Sungai Koran ( bagian dari TN Sebangau)

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 12

(1) Daya Tarik Wisata di Kota Palangka Raya meliputi :

a.
b.

C.

Daya Tarik Wisata alam,
Daya Tarik Wisata budaya; dan
Daya Tarik Wisata hasil buatan.

(2) Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

[y

J.

FRoope TP

Batu Banama

Sungai Koran (bagian dari TN Sebangau)
TWA Bukit Tangkiling

Pulau Kaja

Danau Tundai

Danau Tahai

Hutan Ulin Mungku Baru

Hutan Pendidikan

Sei Batu

Danau Hanjulutung

Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

B2 g foum g

R a0 o P

Betang Mandala Wisata

Museum Balanga

Bukit Karmel

Sandung Bawi Kuwu

Sandung Ngabe Sukah

Pura Sali Paseban

Makam Kubah Kuning

Tjajahan Tjilik Riwut

Desa Wisata Sei Gohong

Desa Wisata Kanarakan

Arsitektur, jenis bangunan dan ragam hias tradisional khas Dayak
Ragam aneka sajian kuliner khas: juwu dawen paria, juwu dawen
sayur dan singkong, aneka masakan ikan air tawar, hindangan khas
Suku Dayak
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Festival Budaya Isen Mulang, Tiwah, Bantaran Sungai Kahayan,

Festival Danum, Mamapas Lewu
Ragam sajian jenis alat musik dan tarian khas Kota Palangka Raya
Ragam jenis seni ukir, seni lukis, seni bela diri dan senjata

tradisional

(4) Daya Tarik Wisata hasil buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:

SR &S0 a0 o

ok o
.

Jembatan Sungai Kahayan

Bumi Perkemahan Nyaru Menteng

Bumi Perkemahan Tuah Pahoe

Pasar Blauran

Monumen peletakan batu oleh Presiden RI, Ir. Soekarno
Pusat perbelanjaan souvenir khas Dayak di jalan Batam

Kolam renang
Golf Course
Kawasan Bundaran Besar di Kota Palangka Raya

Pasal 13

Strategi untuk melaksanakan pembangunan Daya Tarik Wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

mengembangkan kepariwisataan Kota dalam struktur tata ruang

a.
pariwisata terpadu,;

b. pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui
pembentukan KSP dengan tema pengembangan khusus; dan

c. pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata.

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. perencanaan pembangunan KSP;

b. pembangunan dan pengembangan KSP; dan

c. pengendalian pembangunan KSP.

Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan KSP
Pasal 14

Perencanaan pembangunan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf a meliputi:

menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan
Strategis Pariwisata Daerah; dan

menyusun regulasi tata bangunan, tata lingkungan, dan transportasi
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

a.
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Paragraf 2
Pembangunan dan Pengembangan KSP
Pasal 15
(1) Pembangunan KSP dJdilakukan secara terpadu dan sinergi antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pelaku usaha, dan
masyarakat.
(2) Pemberian izin terkait pembangunan di KSP dilakukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 16

Pembangunan Daya Tarik Wisata di KSP meliputi:

a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong
pertumbuhan KSP dan pengembangan daerah;

b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya
saing dan daya tarik;

c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya
tarik wisatawan; dan

d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas,
keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada KSP.

Pasal 17
Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:
a. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata; dan
b. mengembangkan inovasi Daya Tarik Wisata untuk mendorong
percepatan perkembangan KSP.

Pasal 18
(1) Arah pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:
a. kawasan Sei Gohong dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata
Konservasi;
b. kawasan Tumbang Tahai dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata
Edukasi;
c. kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai kawasan
pariwisata Rekreatif;
d. kawasan Kalampangan dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata
Ekowisata.
(2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip

pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 19
Pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:
a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial di KSP;
b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada
prinsip pembangunan berkelanjutan;



(1)
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restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak
kegiatan kepariwisataan; dan
harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang

wilayah.
Pasal 20

Pengembangan kawasan Sei Gohong dan sekitarnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dengan cara:
a. mendorong pergerakan wisatawan ke Sei Gohong dengan cara

mengoptimalkan kegiatan pariwisata perdesaan untuk mempercepat

tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat;

b. memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, dan budaya
lokal di kawasan Sei Gohong sebagai desa wisata; dan

c. mengembangkan paket wisata pedesaan Sei Gohong secara terpadu.

Pengembangan Tumbang Tahai dan sekitarnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan cara:

a. mengembangkan kawasan TWA Bukit Tangkiling sebagai kawasan
konservasi;

b. mengembangkan kawasan Danau Tahai sebagai kawasan wisata
rekreatif; dan

c. mengembangkan kemitraan untuk pengembangan wisata edukasi
bidang penyelamatan primata.

Pengembangan kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai

kawasan wisata kuliner, sejarah dan buatan sebagaimana dimaksud

Pasal 18 ayat (1) huruf ¢, dengan cara:

a. mengembangkan kawasan Flamboyan sebagai pusat kegiatan wisata
kuliner; dan

b. mengembangkan kawasan arena rekreasi buatan sebagai pendukung
wisata susur sungai Kahayan.

Pengembangan kawasan Kalampangan dan sekitarnya sebagai kawasan

wisata berbasis ekowisata dan wisata tirta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dengan cara:

a. mengembangkan kawasan Danau Tundai sebagai kawasan wisata
tirta;

b. mengembangkan kawasan Kereng Bangkirai sebagai kawasan wisata
tirta; dan

c. mengembangkan kerjasama dengan TN Sebangau sebagai kawasan
ekowisata.

Paragraf 3
Pengendalian Pembangunan KSP
Pasal 21
Pengendalian pembangunan di KSP dilakukan melalui penegakan
regulasi dan pengawasan.
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Penegakan regulasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi urusan penegakan daerah.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pengawasan daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata
Pasal 22
Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata meliputi:
a. pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan KSP;
b. peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing
KSP; dan
c. pengendalian pembangunan di KSP.
Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi:
a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan
pariwisata,
b. pengembangan  prasarana transportasi ~dalam  mendukung
pengembangan pariwisata; dan
c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung
pengembangan pariwisata.
Penanggungjawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
urusan kepariwisataai.

Pasal 23

Pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan cara:

a.

b.

meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum
dan pariwisata,

meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas
pendukung pariwisata atas inisiatif pelaku usaha;

pengembangan fasilitas pemenuhan kebutuhan wisatawan
berkebutuhan khusus; dan

pengembangan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan
dan meningkatkan daya saing KSP.

Pasal 24

Peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan cara:

a.

b.

pengembangan dengan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan

pelaku usaha; dan
pengembangan dengan skema kemandirian pengelolaan.
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Pasal 25

Pengendalian pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. penyusunan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
b. penegakan peraturan perundang-undangan; dan
c. pemberian insentif dan disinsentif untuk pembangunan fasilitas

pariwisata.

Pasal 26
(1) Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a,
dengan cara:
a. mengembangkan transportasi darat yang nyaman dan aman di KSP;

dan
b. mengembangkan fasilitas sarana pedestrian yang ramah terhadap

kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

(2) Pengembangan prasarana  transportasi dalam mendukung
pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2) huruf b, dengan cara:

a. merevitalisasi sarana angkutan massal; dan
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas moda angkutan massal.

(3) Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c,
dengan cara:

a. meningkatkan akses ke dan dari KSP; dan
b. memperluas jaringan transportasi ke dan dari KSP.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan
Pasal 27
Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan dilakukan dengan:
a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan
bidang Kepariwisataan,
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 28

(1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan
bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
dengan cara:

a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan; dan

b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan
pariwisata.
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(2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara
meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk
sebagai penunjang sektor pariwisata.

(3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf ¢, dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan,
dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Bagian Kelima
Pembangunan Investasi Bidang Kepariwisataan

Pasal 29
Arah kebijakan pembangunan investasi bidang pariwisata meliputi:

a. peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata; dan
b. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata.

Pasal 30

(1) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan dengan
cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat

investasi di sektor pariwisata.
(2) Strategi peningkatan promosi investasi bidang pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. Menyediakan informasi peluang investasi destinasi pariwisata;

b. Meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar
negeri; dan

c. Meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan

sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA
Pasal 30
Pembangunan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui:
a. pemasaran terpadu; dan
b. pengembangan promosi destinasi tematik.

Pasal 31
(1) Pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a,

dengan cara:

a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku
kepentingan pariwisata; dan

b. mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan tanggung

jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan

wisatawan.
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Pengembangan promosi destinasi tematik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf b, dengan cara:
a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi berbasis tema tertentu

antar pemangku kepentingan; dan

b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis tema tertentu yang
menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya
lingkungan, dan wisatawan.

BABV
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Pasal 32

Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

a.
b.

.f)

(1)

peningkatan kualitas dan diversifikasi produk usaha pariwisata;
peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif dalam mendorong
pengembangan usaha pariwisata; dan

penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan
menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 33
Peningkatan kualitas dan diversifikasi usaha pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara:
a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan cara:
a. pengembangan sistem dan skema fasilitasi, regulasi dan insentif

untuk usaha pariwisata;

b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Kepariwisataan dengan
cara mengembangkan regulasi investasi di bidang pariwisata; dan

c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di KSP.

Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf ¢, dengan cara:

a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor;

b. mengembangkan pola kerja sama untuk keadaan darurat; dan

c. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam
mendukung usaha Kepariwisataan.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KOTA
Pasal 34

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

a.

koordinasi antar Kementerian, Dinas dan antar kabupaten/kota lain;
dan
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optimalisasi organisasi Kepariwisataan di lingkup Pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat.

Pasal 35

Koordinasi antar Kementerian, Dinas dan antar kabupaten/kota lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui

koordinasi lintas sektor dengan mengintensifkan komunikasi antar
sektor.

Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan di lingkup Pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,

dengan cara:

a. menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan
akselerasi pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan antar
pelaku usaha dan Pemerintah; dan

b. mengembangkan dan reorientasi organisasi di pelaku usaha dan
masyarakat pada bidang pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

Pasal 36
Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya
dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Palangka Raya.
Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan prinsip:
a. berorientasi pada keuntungan jangka panjang;
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal;
pelestarian sumber daya kepariwisataan alam maupun budaya;
kesesuaian dengan kondisi dan karakteristik setempat;
keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan dan
masyarakat serta keterbatasan daya dukung;
f. keseimbangan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
g. kesetaraan kedudukan masyarakat; dan
h. pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat
program aksi, tahun pelaksanaan, dan instansi pelaksanaan tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

FPREDE

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 37
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan RIPPARKOTA.
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(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:
a. koordinasi lintas sektor dan lintas

b. pendataan dan inventarisasi potensi
Kepariwisataan yang mencakup Des
Pariwisata, Industri Pariwisata, Kele

pemangku kepentingan;
dan permasalahan di bidang
tinasi Pariwisata, Pemasaran

mbagaan dan sumber daya

manusia Kepariwisataan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap crang menget
dalam Lembaran Daerah Kota Palangka

Daerah ini dengan penempatannya

Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada anggal 22 Juni 2017

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

RETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAN NOMOR : 11, 41/2017
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
PALANGKA RAYA 2(017-2028

UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kota Palangka Raya merupakan pelaksanaan
ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka
Raya 2017-2028. Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya ini merupakan pedoman utama
pembangunan kepariwisataan daerah. Secara umum Peraturan Daerah
ini memuat materi-materi pokok sebagai berikut: ketentuan umum,
pembangunan kepariwisataan Kota, pembangunan destinasi pariwisata
Kota, pembangunan pemasaran pariwisata Kota, pembangunan
industri pariwisata Kota, pembangunan kelembagaan pariwisata Kota,
indikasi program pembangunan kepariwisataan, pengawasan dan
pengendalian, dan ketentuan penutup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.




Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan
living culture, festival, kuliner, sejarah dan religi.

Yang dimaksud dengan “Ragam aneka sajian kuliner khas Dayak”
antara lain juwu dewe paria, juwu dewe sayur dan singkong, dan

-1 -

“Daya Tarik Wisata budaya” antara lain

aneka masakan ikan air tawar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1) -

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” antara lain seni budaya,
kuliner, souvenir, teknologi informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.




Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

090 -




P} KOTA PALANGKA RAYA

T fRieeid

S PARIVISATA (KS

(\«mk Fetmrind

Paretirriy
Genriity Birtro
T
“ertin Wn;.rmru.m
“fetti kiR
ha\m Fiekayaan

Yt Blagrvn
Gpwasian Soevenit S Jalein Bean
3

nlwing:
X teaiie]
me Pelayrii

M:mm Kub.x!\ Kamihig
Urnan ndai
i

ERATURAN DAERAL

f
i —~r . Puanes Aalkri i
*?‘Aﬁ%‘\_};g A E‘ * %AN‘{ TA K A\{ A © ko Proving! *w J;dg:v:( Weabnigisien
"’ﬂff 7 2@28, @ ko Kecarminten e Baas Rapanenen 4 il
©&  Ibukots Kobpahon  s=— Sungii @ f::,‘::f ;’:;“‘::m
Dheryen Thooih Wikt ¢ KE1 e
[t — KoK SRR
X Dustan ks Lok
Tastiaoni R KA Adminiseaci Kuta Palngka R %

Bl
iy Rtiha 3]

Preifiest Tieyd 1k

Fraanhsar Liddet v




 Tomn g ¢
Yo Perduknng
fsst Patavannn

Frakl S
£}

Ptk Tmeeed
@

i
g Prrjehbg
A

Eakupgy M
&

Ko i X%
st Wisivia Har

TS

b PERATURAN DAERAH
et

5 RIPPARROYA PALANGRA RAYA

A

P 2017-2028

tiare: Podreimaenrasi
O bt Provinsi =mere Ehidng Kubugeidan

@ ihukuin Keowwnalan == Baihs Kocanlbn
© ko Helumhan  e—Sungei

Dy Tarik Whoma Jwlan
[ — KRR SEKUNORT
X Busisn Jaltn L

45'-3? isursansm Ohede v
- e

€

5 Pt Shoncdi Pratiwiuadn
Tidwasulizs TRl Wl

ieneess Freriminetn dien € oivomd Rewniol
Hahin Fomaaio: Beoe

Foaw Supmivson -
&+, SIS,
P 5

@) Pty e Renconi Rel KA ~ Prsta Adrairistins Rom Palaniia Raye
B Sohg B Hakniiima Tyzitic Dtye oark WWisae Koo Trrbiapigksn FRaya 2515




Tema P u‘u)ar';tmum

_"wiul:ung

a4 Petayanan
s

WL< aﬁ ‘?nln]l
ibang |

1IeSA VISR Kanarokan
Doxa Wisaia Sai Gohong
Priln Kejla

e Pt

Pura Suli Paseban

it Karrseed

EL:‘m Pereana

Rl

okt

Ay g B RTE N G

B

tuk Bkt

tEn ‘rcggmu Mooy
Lt

. Yimharing Huakg
Y

VIR 2 gy,

T

SR oy

PEaLuoY

S

Pk Katim $und
) i

[V

posona
INGOTesLy

ot

© bukexs Pravini
@ ko Kosamain

Kubupsicn
rsas Korartitsn

® huke Wnmhinn = Sunges
Diwyr i Whsoiy | Huibag
0 175 54 7 1uh " Wt Atem — ksl SehemToy - M——
B Km X Bawan Aeiean 1 ook g AR
®) s wis Raohotsi el A - Hvesm AR Ko Paisngke Rave 201
M Aol O Bandar Udam - Doty Dy Trarik Wissin Kusias Pshangha Rayn 2015




Plabiarrygy Huung
o

wasan Kiiner ! phinidol
Hir e A

? mpmm Awid

Mamienon Datedakan Dot olah it Sookamao
i Wissitn Susur Sungai Rehayon

| Rewsstan Wisehi Ratlises TRtbiysin

Caaburuy
téwrttm», Bangkire

£20600

UkaM DAERAH

Tk

Tnihinn K

DS

Huw« By
o e TR

St

Hokedaon Sk
feany L

ks

upisn

A Késdisfiiiibn




KSP} 4 K

N w ’Nx W
pderyiarin

1ifatang RESTNG 135

Perkeritem Tt 2

Samung Megabe Sukah

Sungei Koran hagian i N Sehangau

g

Trarrtzrgy Foor i

Pk Kertirgy 44

l'
1

X \\ mggel
7

b

; \»’y;»sr

ti

IR

posona

Thassess Thonth W)

W Alar

© ibukomn Provinst
@  thukois Kecamaisn
& Ik tm \\« Imulum

z&m Skt
E Tiains Kabupaien

i
Suigat

— (AT SBekURT

ertean Lok

Keraruen

o Ol L

Digys ottt Wea Ekanind R
Fraterngio tingx

Puptad STul Prwicaiy

Abpsfucernines Cirerch Wk

sk Adrnir
Lrerpinar Ly

dtaragken B
¥

e Sl mki &

7 Y




‘erESIMLIRJ SISOIRIIS
ueSEMEY] Uep BlRsIMLIR]

rvAvy eySueied uesemey ueunguequiad
2103 BIESIMLIRJ SIS0jenS Ueseme] Ip sejuoud ejesim yue) eAep [1e19p BUBOUDI URP
2IBSIMIIEJ URD eped ueSunySur uep ueunSued BIR], BUBIUSY ueSuequeSusg ‘['7| npur BUBIUSI UNSNAUSIA 7

A ¢ i 3
ueeAepnqgoy] seul(g oAy EYSUEEG BIOS LIESIALIE] vIRSIMIIRJ SIS9RNS

g . ueseMEBd] URp BlESIMLIE]
epoddeg| si01e1)S UBSEMEY UBUNSURQUID [1BIS(] BUBOUSY ueduequadusd T'1 upsEAMES] UBUNSueqUInd
eAey eySueed ©10Y] [TB19p BUBDUSI URP
BRSIMLIRJ UBSEMEY] UBUNSURQUId [I2I9(] BUBIUSY ueSuequeSuod 11| Npur BuBIUSI UNSNAUSIA 1
A AL T} I} T
avmyvi :
ONNOONVNAD (unyey 7 19d) ; INVID0Ud ISVIIANI IDHLVYLS ON
NVJIVHV.L
ojLaq 1eSeqes weidold 1seyipul uep 159je1)s we[ep ueyIeqe [ip see 1p ueyeligey yery
eAey eySue[ed ©lOY] BIESIMLRJ SI0jR1lS URSEMEY] UBD BIESIMLIE UBSBMED ueunuequidd ureUROUSIDJ 1 NVIVIE HV 9V

VAVY VIONVIVA V.LOM NVV.LVSIMMVdE NVONVINIONTd WVED0dd ISVAIANI

QZ0C — LT0Z NNHV.L VAV VIDNVIVd VLOM HVdHEVAd
NVVLVSIMRIVAAS NVNNONVENEd XNANI VNVONHA

ONVINHL

LT10Z NNHVL 11 JONON
VAVA VIONVIVd VLOM HVAHEVA NVANLYAHd

I NVAIdINV]



a _ eAey eySueed
Sueny ueerudJ 2107 BresimLIed SI501eNS uesemey Ip sejuoud eresim yue) eARD
uep Nd seuiq eped ueSunySur] ue( ueungueq eIR], Surjuo ] 1se[n3oy uedejoudd 9’1
eARY B3ueed ©10Y
eIRSIMLIRJ SISOJRIIS UBSEMEY [IR19( BUBOLIY ISB[NTY uedeisusag ¢
eIRSIMLIRG BARY BYy3ueed
uep ugeARpPNQaY seulq 210 BIBSIMLIEJ UBSEMEY JNPU] BUBOUSY ISB[NSOY Uedeiousd v’
dnpig
ueSuny3ury seuiq rARY BYSuRRd RIOY
Sueny ureeudd s18o7e11g ussemey 1p seyoud eesim yue) eAep eped ueSuny3ul|
uep Nd SeUI uep veungueq eje) Suejuol ueinielad ueueouer uederdusd ‘¢'7| BIESIMLE SI391eNS UBSEMBY
. - uBp BlesImIIRd UBSBMEY]
BlRSIMLIR] vARy eY3ueRd IO RIBSIMLIRJ SI39)R1)S e
: . : . [re1a( eueoudy uederouad
uep ueeARpPNQaYy SEUIQ ueseMEY] [1219P BuBOUSI Suejud) ueinjerod ueSueoues uedelAusd ‘7' depeyio) eAey eySuL[Ed
vAry eydueed ©IOY RieSIMLIR] 2103 YRIULIOWD{ Y9[0
epaddeg uesemey YNpUl BUBOUAI Suejus) urinjerad ueSueoues uederdusd 1'( uesemeduad uep SULIONUON | T
VMV A|AT|IOI IO I ) . .
ONNOONVNEd T INVED0Ud ISVIANI IDHLVYILS ON

MLIaq 1BSeqes weisoid [SexIpul uep 1o1el)s wie[ep uexIeqefip seje 1p ueyeigey yery
eAey ey3uE[eq L10Y] BIESIMLIE] SISOJRIIS UBSEMEY] UBD BIRSIMLIEJ UBSBMEY UBUNSURGUS 1se[N89y uryeFoudq T NYIVIIgE HV IV -




BlRSIMLIB]
uep ueeAepngay seuiq

ejesimured eyesn nyejad uep jeyeredsew

epedoy eAey eySueped BI0Y RIRSIMLIE] SIZOJRIIS UBSEMEBY

uep ‘eAey eySuejed 21O BIESIMLIBJ UBSEAMEY SUBIUD) URINRIDG
isexiiqnd uep 1sewrrojul uereqaAusd Suneiado Iepuels UBUNSNAUSJ

Tl
uBIpUBSIdJ URD eARYy BY3ueed ©10Y jedeIRASEW UBD “BYBSN
WISURIS “BYijewIouy plRSIAM IR SIFOIENG UBSRMEY URD ‘BARY BYSUR[RJ BIOD] RlESIMLIE] nyejed Yeioeq yeiunowed
‘IS IUNUOoY Seul(] ueseMES] SURIUL) URINJRISg 1sexijqnd uep ISEWLIOJUT URSBN[IBQIAUS [ 1| BIBjUR ISEUIPIOOY UBIRNSUIUS| |
GVMV I AVALITIT| I | I .
ONNDONVNId T p— INVIDOUd ISVAIANI IDHLVYLS ON

To[LIaq 185eqas wesso1d ISexIpul uep 130jeljs weep uedieqellp seje Ip ueye(igay yery

vAey BSUE[E] BIOY] BIUSIMLIZ] SISOIRIIG UBSEMEY] UBD BJBSIMLIB UBSEMEY URUNSURUId ISeIudwldw] uelepususg

€ NVAVIIEE HVYV




BIRSIM
BlRSIMLIB] uesemey ueduequioguad
uep ueeAepngay| seurg eAedn Sumynpusawt weyep
dnpryg yRSIA YLIB) BARD ISBYO] JeInpas 1p (eAepnq ueSun3ul| Uep BIBSIM
ueSumySury seurg /urere Suejuaq) yiyisads ueSunysul] uep ueejesimireday eAep roquuns eAep Joquns ueejo[a3usd
ne3ueddeS NLL depeyier ueinfuelasj19q ure[o[PSUAd URp ISEAIOSUOY eAedn ueiengdusg eAedn jenypodwaN T
ejesimrred
ejesimLIed uesemey ueSuequoguad exSuer welep eyesn nyead ered senjised ¢’
uep ueeAepngay seul(q
‘WIS1INO0} PasHq QIUNWUOD
PEsIMLIEg ueypnnmaw ynjun cmﬁw)::oan uep ueejoa8uad reus3uswr N
up uveAepnqay] SEUIQ redwolas exeIRASEW 1Seq uRyRIR ueLdqUad UBD ISBN[ISBY ']
yolqo Tenyos 1p SuequIoy1dq ye[e) SueA elesim ire) eAep ue3uap
ejesIMLIRd UBD npedie) ueunfuny uswafeuew Sutiels| ueGuequiofuad 1senfisey €1
K
uvedEpnqey SEUld Suequiayioq wnjdq FueA uesemey Ip m?cmmﬂﬁwﬂmﬂw
eresIMLE] resep euereseld erreres ueguequosSued uep ueeueoualad iseypise 'l wnpeq Suek wresimied
uep ueeAepngay seur(g (1234wl sspuY) [eSSBUL BIBSIM USWISes 13eq uvjenq /snsnyy uep uesemeY ID BIBSIM
vARpNQ ‘Wee Blesim ML) eAep ueSuequiesuad uesnuuiad seyijise,] 11| el vARp ueySuBqUISSUIN 1
VMV A AT IO I} I .
d
HNNDONVNEA ', i —— IV IDOUd ISVAIANI IDFLVYLS ON
LR 185eq9s wesSold Isexipul uep 189)e1)S WR[Rp ueyIeqe [ip seie 1p ueye(1gaY Yyery
yesoep ueJuequoSuad
1108 vARY BYSUB[RJ BIOY BIESIMIIE] URSEAEY UBYNqUINISd Suoopuow eySuel weep Blesim Yue) ekep ueSuequiasuad 1 NVIVIIgE HV IV

ISVNILSHA NVNNONVENId 'V




m >

BIRSIMLIR eARD I1SBYIJISUdUI
uep cwm%mc:nom.mﬁﬁﬂ Sunynpuow wejep
dnpiyg ! \“ BIBSIM LB} BARD ISBYO] 1BIOS ueunJur| uep evlesim
ue3unySur] seut W 1p (eAepngq jwele Suejuaq) yiyisods ueSunySul] uep ueejesimiredsy RARp JOQUINS ISBAIISUOY
:sw:mpom NLL M eARp IOQUINS ISEAISSUOY URp UrUNg uequiad ueseme3udd - eAedn jeroprodwdo T
elesIM Y11e) RARD
[seYO[ 1BIies Ip ueeesimLIedoy URRIZaY seieny ueyyeyIuIudWw
BIRSIMLIB] ymun resep eueieseid ueres selisedey uep seyjeny uejey3UIUd ]
| K
uep ueeARpngay seul(d [euoIseuIdlul UBD [EUOISBU undnew exSuRRd 210 ﬁ@m:wsmm
‘[eUOISal SYPIUOY UIR[RP ISEO] JRIDYDS 1P e 1) Blesim yLIe) eAep Mcnm\wé cmwcmm&o%o d
% Emﬁ.mwﬂcm ueSuap npedioy uedunfuny uswaleuew: Fuirels| uzSuequasusg Tl 82%% wMEOﬁ:oE ynun
uep uerARpNgay stul [
P ejesIM YLIe} eAep Juisew-Suisew jreredwoy BlRSIM JUIB] RARD SBlIsedey
eesimied | uep junedwos] uenS3unay Yure) eAep seyjeny ueyjeSuruaw uep ynpoid uswasleuew
uep ueeAepngay| SeUId m\ . eAedn weep snpod 1seaour uep 1sejaidiolul ueiendudd - 1seAOUl UBYSUBqUISSUIIN T
AJAL|IID | 1T | 1 .
LWL 1] NVIDO¥d ISYIIANI IDALVELS ON
ONNOONVNHd NVJdVHVL

JojLIaq redeqes weidold isexyiput uep 150jeI]S We[ep uexreqelip seje 1p ueyeligey yery

SeI[RAC] 2 YRUTWI qLIBUdW wung eyesim ynpoiad sejrjeny UeIBSuIudw JNun BIesim ey eAeD uruUNIULQUIDJ

esed

T NVAVIIGE HVYV




Sueny \\\\\\\\\W\\\ \\\
\\\ \\&
L

vRSIMLIR]
uep ueeAepnqay seUlq

RIRSIMLIR
uep ueeAepngay seUl(g

rIRSIMLIB]
uep ueeAepngay| seul

BIRSIMLIE

\\\ 2
7

BjUSIM YLIR) RARD J
ISBYIJISISAIP Sumnpusw
wrefep ueSunySui]

uep eIesim eARp

JoqQuINS ISBAISUOY UBP
yeAe[im Suens ueejeuad

vAey eySue[ed BI0Y Ip UeeesiALIRdSY URIRISOY UBIN(URISGeY
Sunynpusw jnjun Ueelesimiredod] eAep Iquns ISEAIISUOY UBP
‘uejeeyuewad uelepusdued ‘weunguequiod uesemeduad ueiey3urudd

neje 1SeYIJISISAIP
uep ureAepngay seuld - papyf) RIS 125RGIOQ WIR[EP BIBSIM SBIJIINE Surjual ueSuequoduag 11 ueySuequIdBUSIA T
HNNOONVNI AVIDOYUd ISVAIANI IDALVYLS ‘'ON

1T eAedn jernppodway Z
BJRSIM LB} BARD
1SBYO] 18IS 1p ueejesimiredoy ueyeigey seljeny ueyieySuIudw
ynun resep euereseld zueres seysedes uep sepeny uejeySuIUdd €1
1deySusppw Suijes Suek npedie) ueSunfuny uswefeuew
wrepep evAuSulielof v110s eAurwiein BlesIM YLIL) eAEp 1SBYO] JEIOS
1p ewo) reeqloq urusp ure| ISR siuaf-stuaf ueSuequasuad 1 JreyIo) BUI)

‘Tesed ynIsd uowWISaS uep [esseW
URMPIRSIM USTISIS YIIRUSW jYNJUn SNSNY /uejenq uep eAepnq
‘wrefe e1ESiM LR BARD ISyRIIR USWRfeutw bppd (UOYIDYID 1fos

1e8eqI9q wWeep elesim
Ll eARp URWIESRIOY

JojIaq 1eseqes weldoxd Isexipur uep 139Jel)s ue[ep UeyIeqe lip seje 1p ueyeiqey yery

uowidos uep (4oadat) Suen ueSunfuny] yuURUSW wWefep ynpoid Sures eARp URIRYSUTUSW }NJUN BIBSIM HLIE) eAep

sen[ y1qo] Suek resed
uedejuewing 1 NVIAVIIga HVIV




elRsSIMIIR]
uep ueeARPNQoYy SeUI(
dnpry

ueduny3ury seuiq

vAuy eySue[ed €10 BIRSIAM JUIE)

eAep 1sex0] Ip ureiesmmieday ueleiSoy ueinfueliegey Sunynpusw
yun ueejesimiredoy eAep 19qUINS ISAIISUOY UBD ‘uejeejuewad
ueipepusguad ‘veunSuequed ueseMmeIUod UBIENSUIUSJ

eAuIe)IOS Ip UesEMEY
uep LI} eARp ISBSI[RIIAS]
Sunynpuswu wefep
ueuny3ul] uep vlesIM
BARD JOQUINS ISBAIOSUOY
uep yese[im Suend

‘17| ueeyeuad eAedn yerojrodwsiy Z
BIRSIM NUIB) BARD
eresImMLIE] 1SBYO] Jeiyes 1p ueejesmmiredoy uejeIgey sejeny ueyjeysuIuow
uep veekepn @om. mm.E a sjmun resep eueresesd eueres seysedey uep Se[eny URENSUIUd b
[PUOISBUIRUT UBD [RUOISRU ‘[2UOISAI
riRSIMLIRG SYoJu0Y Wepep Iseyo] Jeinies Ip Sunynpuad eiesim yue) eAep
uep ureARPNgay seulqg ueSuap nprdie; ueSunfuny uowsfeuew Sutrefof ueSuequoSudd €'l
13oj0uy9) sIseqioq &
i ; : o JeSIM YUIB)
presIMIIEg Sue4 ynseus) 1seeadiour weiSoid-weidoid vefuequedusd T1| £ep eped uewiesImLIEdDY
uep urRAEBPNgay SeUIQ rARY BySuRIRd BIOM 9Y UBMEIBSIM uejeiSoy yerog3uad
ueSunfuny yeeg5uad eweln uejenyey 1pelfusw Suek snsnyy ipefuow SueA SBIIAIRE UBD
uaA9 uep ewo} ueSuequoSuad ueSusp 1syelie uswafeurw ISLAOU] T'1| USWSID “np[ns 1SeseIAYY 1
A AT IO | I I
! IVIDOUd ISVAIANI [DFLVYILS ON
NI | NVdVHVL
DNNDOONVNHd | h
o[Rq 188eqas weiSold IseyIpul uep 1591e1)S We[ep ueyeqe [ip seje 1p ueyeliqay yery
JeIdR(] BIRSIMIIR]
uesemey uep ynpoid Sures eAep uep uriniue(Ioqay ‘seleny ueeySuruad eAedn wR D BIESIM LB} BARD ISESI[RIASY b NIV HV 9V

- 01



11

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

B.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan

PENANGGUNG
JAWAB

TAHAPAN

Dmas Kebudayaan dan

Parlwisata

/////

INDIKASI PROGRAM

Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat dalam

pembangunan kepariwisataan

it

\\

////

dalam pembangunan kepariwisataan

2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam
pengembangan kepariwisataan

2.2. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam

//////////

_
//WW///

//////////
-
G e

\

pembangunan kepariwisataan

STRATEGI

Mengembangkan Keterlibatan |1.1.

masyarakat dalam

pengembangan kepariwisataan |; 5 Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat

Menguatkan kelembagaan

masyarakat dalam
pengembangan pariwisata

Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisataan

ARAH KEBIJAKAN 1:

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.

1.

2.

PENANGGUNG
JAWAB

TAHAPAN

INDIKASI PROGRAM

\\N§

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

.

.

dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata

Dinas Kebudayaan dan

Dmas Koperasi dan
Pariwisata

UKM

///

/4%%%W
%%%Z
-

dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata

Dmas Koperasi &

UKM

o

\

\\

Peningkatan kapasitas organisasi UMKM dalam pengembangan

usaha berbasis kerakyatan

STRATEGI

Meningkatkan kapasitas/skill |1.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang

serta produk layanan usaha

ekonomi kreatif masyarakat di |17 Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang

bidang pariwisata

berorientasi untuk mendorong

perkembangan usaha ekonomi
kreatif yang dikembangkan

ARAH KEBIJAKAN 2:

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.

1.

2. |Mengembangkan regulasi yang |2.1.
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PENANGGUNG
JAWAB

TAHAPAN

|

INDIKASI PROGRAM

Dinas Koperasi &

7

.

-

7

_

/
%

7
V.

7

22, Peningkatan kapasitas UMKM pariwisata dalam kontribusinya

M

.

_

bagi sektor pariwisata Kota Palangka Raya

|

STRATEGI

oleh masyarakat

NO.

Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

\

berikut:

PENANGGUNG

JAWAB

INDIKASI PROGRAM

\Dinas Kebudayaan &

\

V]V
Vi

I

.

f—{

I

7))

_
_

I

-

1.1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat sekitar

Pariwisata

/éé%%///%/

7’

objek wisata
1.2. Pengembangan media kampanye tentang sadar wisata

Dinas Kebudayaan &

Pariwisata

Y /’;/

masyarakat yang mencerminkan prinsip sadar wisata/sapta

pesona
1.4, Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga

13. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas

_
-

-

bangan

Dinas Kebudayaan &

Pariwisata

masyarakat/pemerintah desa mendukung pengem
pariwisata

Dinas Kebudayaan &

Pariwisata

bagi masyarakat lokal

bangan usaha

2.1. Peningkatan Insentif dan kemudahan
terhadap akses permodalan bagi pengem

ARAH KEBIJAKAN 3

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai

o
o
g = a= S E
o S 5 fT T 88
S, £F8 28535 E
s n < ~
E%2 22% FEPowan
— o o s 80 S 8o
& = O < o x
O |s=» =Rt ZEEZSE =
g2l E"“ Y ] = QO O =
£ 1858 :=28 ‘E’—”Ev*a'?o
< Q‘Q‘Eg'gc 5"‘2888
B XS esss L5588 a
PR SE2SE g
< -
M S 2 s B e Qo o
= R I = =] S v Mo =
£55885 ¢ EEREEDE
S = 3 ° o S2 388 5 0.8
> o EEZ M S 2 E&agE B
o)
| S

]

Dinas Kebudayaan &

Pariwisata
Dinas Koperasi &

UKM

Dinas Koperasi &

UKM

-

-

Pemberian bantuan modal dalam rangka pengembangan

masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata
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Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dalam Mengoptimalkan

Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

ARAH KEBIJAKAN 2:

PENANGGUNG

JAWAB

BB TN Sebangau

Dinas Kebudayaan dan

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Pariwisata

\Dmas Kebudayaan dan

Pariwisata

%\

INDIKASI PROGRAM

1.1. Intensifikasi premosi produk-produk minat khusus seperti

/////////
/////////

wisata minat khusus berdasarkan pendekatan variable segmentasi

birdwatching, trekking, rafting, lifestyle, health, dll berupa
demografis, geografis, dan psikografis.

workshop dengan portal khusus di website.

1.2. Pengembangan pasar sasaran (farget market) yang tepat bagi produk

//////////////////
////%//4//////////////////////// .
T

p.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui

7

community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana

dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.

b.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk

Dinas Kebudayaan dan

Pariwi sata

mendatangkan wisatawan massal

//////////////////////////////
////ﬁ////////////////////
/////// //////////

.

n.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik

3.1. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu

//

meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang

mata rantai industri pariwisata dan yang terkait.

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

///////

b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media
promosi.

a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu.

3.2. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas
(community marketing), melalui:

segmen remaja dalam rangka

h air, melalui:

<

ran pad
inta tan.

=~

3.3. Intensifikasi pemas

Dlnas Kebudayaan dan

Pariwisata

7
-

N

.

n kerjasama antar pelaku industri

institusi pendidikan
i pendidikan

<

masi di
nsentif d

—

a. Penyebaran info
b. Pengembangan
pariwisata deng

meningkatkan rasa

|
|

STRATEGI

pemasaran dan promosi untuk
meningkatkan pertumbuhan
segmen ceruk pasar (niche

market)

berbasis tema tertentu

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.

1. |[Mengembangkan program

2. |Mengembangkan promosi

3. |Akselerasi pergerakan
wisatawan nusantara
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